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ABSTRAK  Podcast telah berkembang menjadi salah satu medium komunikasi politik digital yang tidak hanya 

menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan dinamika relasi kekuasaan melalui konstruksi 

narasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi lobi dan negosiasi elit politik dalam Podcast 

Madilog Forum Keadilan mengenai penggeledahan oleh POLRI yang menjadi perhatian publik pada tahun 
2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap konten podcast 

yang meliputi narasi host, argumentasi narasumber, struktur penyajian pesan, serta konteks komunikasi 

yang dibangun selama diskusi berlangsung. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 

representasi komunikasi politik, strategi pembingkaian (framing), konstruksi relasi antarelit, serta makna 

yang dibangun terhadap institusi negara dan aktor politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa podcast 

merepresentasikan lobi dan negosiasi elit politik sebagai mekanisme komunikasi yang berlangsung melalui 

simbol, asumsi, dan interpretasi terhadap hubungan antarlembaga negara, sehingga membentuk persepsi 
publik mengenai konfigurasi kekuasaan di ruang publik digital. Narasi yang dikembangkan tidak hanya 

berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai praktik komunikasi politik yang 

membingkai legitimasi, kredibilitas, dan dinamika relasi antarelit. Penelitian ini memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kajian komunikasi politik digital dengan menunjukkan bahwa podcast merupakan 

arena representasi politik yang berperan dalam membentuk konstruksi makna atas isu-isu politik 

kontemporer melalui narasi media digital. 
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ABSTRACT  Podcasts have evolved into a significant medium of digital political communication, serving not only as 
channels for information dissemination but also as platforms that represent power relations through narrative 

construction. This study aims to analyze the representation of political elite lobbying and negotiation in the 

Madilog Forum Keadilan podcast, specifically concerning the police search operation that garnered widespread 

public attention in 2026. Employing a qualitative approach with content analysis, the study examines the 
podcast's narrative structure, host discourse, guest arguments, message organization, and the communicative 

context embedded within the discussion. The analysis identifies patterns of political communication, framing 

strategies, representations of elite interactions, and the meanings constructed regarding state institutions and 

political actors. The findings reveal that the podcast represents elite lobbying and negotiation as communicative 

processes conveyed through symbols, assumptions, and interpretations of inter-institutional relations, thereby 

shaping public perceptions of power configurations in the digital public sphere. Beyond delivering information, 

the podcast functions as a form of political communication that frames institutional legitimacy, credibility, and 

elite political dynamics. This study contributes to the literature on digital political communication by 
demonstrating that political podcasts constitute an important arena of political representation, constructing 

public meaning surrounding contemporary political issues through digital media narratives. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan media digital telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia secara 

fundamental. Jika sebelumnya media massa konvensional menjadi aktor dominan dalam membentuk agenda 

politik, saat ini podcast berkembang sebagai medium alternatif yang memungkinkan penyampaian informasi, 

argumentasi, dan interpretasi politik secara lebih mendalam, dialogis, serta relatif bebas dari keterbatasan 

durasi sebagaimana media penyiaran konvensional. Karakteristik tersebut menjadikan podcast tidak hanya 

sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna yang mempertemukan host, 

narasumber, dan audiens dalam proses pembentukan realitas politik. Melalui narasi yang panjang, penggunaan 

data pendukung, pengalaman personal narasumber, hingga interpretasi terhadap berbagai peristiwa politik, 

podcast membentuk ruang publik digital yang semakin berpengaruh terhadap pembentukan persepsi 

masyarakat mengenai isu-isu kebangsaan dan dinamika kekuasaan. Perkembangan tersebut menunjukkan 

bahwa podcast telah mengalami transformasi dari sekadar media hiburan menjadi salah satu instrumen 

komunikasi politik yang memiliki daya pengaruh terhadap konstruksi opini publik (Panuju, 2023, hlm. 53–

66).  

Pada akhirnya, media digital tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang hanya menyampaikan fakta, 

melainkan sebagai arena representasi yang aktif membangun realitas sosial dan politik. Setiap pemilihan tema, 

narasumber, struktur pertanyaan, teknik penyajian, hingga penekanan terhadap bagian tertentu dari suatu 

peristiwa merupakan bentuk konstruksi komunikasi yang menghasilkan makna tertentu bagi khalayak. Dengan 

kata lain, komunikasi politik berlangsung melalui proses representasi yang memungkinkan media membentuk 

cara publik memahami aktor politik, institusi negara, maupun hubungan kekuasaan di balik suatu peristiwa. 

Podcast sebagai produk komunikasi digital memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan media berita 

konvensional karena mampu menghadirkan percakapan yang lebih panjang, argumentatif, dan interpretatif, 

sehingga membuka ruang bagi terbentuknya berbagai representasi mengenai dinamika politik yang sedang 

berlangsung (Panuju, 2023, hlm. 58–61).  

Berbagai podcast tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan seleksi isu, menentukan sudut 

pandang, membangun kredibilitas narasumber, serta menghadirkan interpretasi tertentu terhadap berbagai 

dinamika politik nasional. Dalam perspektif komunikasi politik, proses tersebut merupakan bagian dari 

pembentukan realitas politik melalui representasi media. Dengan demikian, setiap narasi yang muncul dalam 

podcast sesungguhnya tidak berdiri sebagai realitas objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi komunikasi 

yang dipengaruhi oleh perspektif media, host, narasumber, maupun konteks sosial politik ketika podcast 

tersebut diproduksi (Panuju, 2023; Kartika, Amal, & Subagio, 2026).  

Salah satu fenomena yang menarik perhatian publik pada bulan Juli 2026 adalah episode Podcast 

Madilog Forum Keadilan yang membahas penggeledahan oleh POLRI dalam penyidikan dugaan tindak pidana 

korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga 

uap. Dalam episode tersebut, diskusi berkembang tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga 

mengonstruksi berbagai narasi mengenai hubungan antarlembaga negara, posisi aktor-aktor politik, 

kemungkinan adanya lobi politik, negosiasi elit, serta konfigurasi kekuasaan yang diasumsikan berada di balik 

peristiwa tersebut. Narasi yang dibangun melalui dialog antara host dan narasumber menunjukkan bahwa 

podcast berfungsi sebagai ruang interpretasi politik yang menghadirkan berbagai kemungkinan makna atas 

suatu peristiwa nasional. Dalam konteks tersebut, fokus penelitian ini bukanlah menguji kebenaran materiil 

dari berbagai pernyataan yang disampaikan, melainkan mengkaji bagaimana representasi mengenai lobi dan 

negosiasi elit politik dibangun melalui praktik komunikasi dalam podcast. 

Representasi menjadi konsep penting dalam penelitian komunikasi karena media tidak pernah sekadar 

mencerminkan realitas, melainkan membentuk realitas melalui proses seleksi, penekanan, pengulangan, dan 

interpretasi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, representasi mengenai lobi dan negosiasi elit politik 

dalam podcast tidak dapat dipahami sebagai deskripsi faktual mengenai aktivitas politik yang sesungguhnya, 

tetapi sebagai konstruksi komunikasi yang membentuk cara khalayak memaknai hubungan kekuasaan 

antaraktor politik. Dalam perspektif komunikasi politik, representasi semacam ini memiliki implikasi yang 

besar karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai legitimasi institusi, kredibilitas aktor politik, 

maupun dinamika hubungan antarlembaga negara (Kartika et al., 2026).  

Dalam perspektif komunikasi politik, media digital memiliki kemampuan untuk membangun realitas 

politik melalui proses representasi. Representasi tidak dipahami sebagai cerminan realitas secara objektif, 

melainkan sebagai proses produksi makna melalui bahasa, simbol, narasi, dan praktik komunikasi. Oleh karena 

itu, setiap narasi politik yang disampaikan media merupakan hasil seleksi terhadap berbagai fakta, penonjolan 

aspek tertentu, serta penghilangan aspek lain sehingga menghasilkan makna tertentu bagi khalayak. Podcast 
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politik memiliki karakter yang unik karena proses representasi tersebut berlangsung melalui percakapan yang 

tampak spontan, padahal secara komunikasi dibangun melalui pemilihan narasumber, penyusunan alur diskusi, 

penekanan isu, dan penggunaan berbagai perangkat retorika yang memperkuat interpretasi audiens terhadap 

suatu peristiwa politik.  

Penelitian mengenai podcast politik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. 

Panuju (2023) menegaskan bahwa podcast politik telah memberikan ruang yang lebih luas bagi gagasan politik 

dibandingkan media penyiaran konvensional. Di sisi lain, Hamid, Yudhapramesti, dan Bakry (2024) lebih 

menitikberatkan analisis pada keseimbangan konten (balance of content) dalam Podcast Bocor Alus Politik 

Tempo terkait isu Pemilu Presiden 2024. Sementara itu, Kartika, Amal, dan Subagio (2026) mengkaji 

representasi kemarahan publik dalam podcast politik melalui pendekatan framing Robert Entman. Kesamaan 

dari berbagai penelitian tersebut adalah memosisikan podcast sebagai media komunikasi politik yang 

memengaruhi pembentukan opini publik, meskipun fokus analisisnya masih berada pada framing, 

keseimbangan isi, maupun fungsi jurnalistik podcast.  

Meskipun demikian, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji 

representasi lobi dan negosiasi elit politik dalam narasi podcast. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih 

menitikberatkan pada proses pembingkaian isu, fungsi media, atau representasi tokoh politik secara individual. 

Padahal, komunikasi politik kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antarelit sering kali 

direpresentasikan melalui berbagai narasi mengenai komunikasi informal, kompromi politik, pertukaran 

kepentingan, maupun dinamika relasi kekuasaan yang tidak selalu dapat diamati secara langsung. Podcast 

kemudian menjadi medium yang menghadirkan representasi atas proses-proses tersebut melalui interpretasi 

narasumber, pengalaman empiris, serta konstruksi narasi yang dibangun selama diskusi berlangsung. Kondisi 

inilah yang menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang belum banyak mendapat perhatian 

dalam kajian komunikasi politik di Indonesia.  

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memosisikan Podcast Madilog Forum Keadilan bukan 

sebagai sumber fakta hukum, melainkan sebagai teks komunikasi politik yang merepresentasikan dinamika 

lobi dan negosiasi elit melalui narasi yang dibangun oleh host dan narasumber. Fokus penelitian tidak 

diarahkan untuk menguji benar atau salahnya substansi yang disampaikan dalam podcast, melainkan 

menganalisis bagaimana praktik komunikasi menghasilkan representasi mengenai hubungan kekuasaan, 

legitimasi institusi, dan posisi aktor politik dalam ruang publik digital. Pendekatan ini menempatkan podcast 

sebagai objek kajian komunikasi yang memiliki kemampuan membangun makna sosial dan politik melalui 

proses representasi. 

Secara akademik, penelitian ini menawarkan dua bentuk kebaruan (novelty). Pertama, penelitian 

memperluas kajian komunikasi politik digital dengan mengangkat konsep representasi lobi dan negosiasi elit 

politik, yang hingga kini masih relatif jarang dikaji dalam penelitian podcast di Indonesia. Kedua, penelitian 

memosisikan podcast sebagai arena produksi representasi politik, bukan sekadar media penyampai informasi. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi komunikasi yang disampaikan dalam podcast, 

tetapi juga mengungkap bagaimana narasi komunikasi tersebut membentuk persepsi publik mengenai relasi 

kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika elite politik.  

Kajian lain dilakukan oleh Sadiyah, Anshori, dan Sastromiharjo (2025) yang mengkaji konstruksi 

realitas politik hukum Indonesia dalam Podcast Bocor Alus Politik Tempo melalui pendekatan analisis wacana 

kritis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa podcast mampu membangun konstruksi realitas politik hukum 

melalui pilihan bahasa, strategi naratif, dan konteks sosial yang melatarbelakangi pembentukan wacana. Fokus 

utama penelitian berada pada konstruksi politik hukum sehingga belum menguraikan bagaimana praktik 

komunikasi informal, seperti lobi dan negosiasi antarelit, direpresentasikan dalam narasi podcast. Sementara 

itu, Suhaeb, Amsal, dan Wahda (2025) menganalisis peran politik media melalui Podcast Bocor Alus Politik 

selama Pemilu Presiden 2024. Dengan menggunakan analisis konten kualitatif, penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa podcast berfungsi sebagai arena pembentukan opini publik dan penguatan diskursus 

demokrasi melalui penyajian isu-isu politik secara kritis. Penelitian tersebut menegaskan bahwa podcast telah 

menjadi bagian penting dari praktik komunikasi politik digital di Indonesia, namun belum mengembangkan 

analisis mengenai representasi hubungan kekuasaan dan komunikasi elite politik sebagai fokus utama 

penelitian.  

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian podcast politik di 

Indonesia masih didominasi oleh pembahasan mengenai fungsi podcast sebagai media komunikasi politik, 

objektivitas jurnalistik, framing media, kritik terhadap pemerintah, pembentukan opini publik, serta konstruksi 
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realitas politik. Belum banyak penelitian yang secara khusus menjadikan representasi lobi dan negosiasi elit 

politik sebagai fokus analisis, terutama dalam konteks podcast sebagai media komunikasi politik digital. 

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi, yaitu bagaimana 

podcast merepresentasikan dinamika komunikasi informal antarelit melalui narasi, pilihan argumentasi, 

struktur dialog, dan strategi penyajian pesan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan 

memosisikan Podcast Madilog Forum Keadilan sebagai teks komunikasi politik yang merepresentasikan lobi 

dan negosiasi elit politik dalam ruang publik digital.  

Teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall menjadi landasan utama dalam penelitian ini 

karena fokus penelitian bukan menguji fakta mengenai lobi dan negosiasi elit politik, melainkan memahami 

bagaimana fenomena tersebut direpresentasikan melalui narasi podcast. Hall (1997) menjelaskan bahwa 

representasi merupakan proses produksi makna (production of meaning) melalui bahasa, simbol, tanda, dan 

berbagai bentuk praktik komunikasi. Media tidak sekadar mencerminkan realitas sosial, tetapi secara aktif 

membentuk realitas melalui proses seleksi, penekanan, pengulangan, serta interpretasi terhadap suatu 

peristiwa. Dengan demikian, makna yang diterima khalayak bukan berasal dari realitas itu sendiri, melainkan 

dari proses representasi yang dibangun media. Melalui perspektif Hall, penelitian ini menganalisis bagaimana 

tanda, simbol, istilah, metafora, dan pola argumentasi yang digunakan dalam podcast membentuk representasi 

mengenai hubungan antarlembaga negara, relasi kekuasaan, maupun komunikasi informal antarelit politik. 

Dengan demikian, teori representasi menjadi dasar untuk memahami bagaimana makna politik diproduksi dan 

dikomunikasikan kepada publik melalui media digital. 

Sementara itu, komunikasi politik merupakan proses penyampaian, pertukaran, dan pembentukan 

makna mengenai kekuasaan, kebijakan publik, maupun hubungan antaraktor politik melalui berbagai saluran 

komunikasi. McNair (2018) menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya mencakup komunikasi yang 

dilakukan oleh aktor politik, tetapi juga mencakup komunikasi media yang membahas politik serta interpretasi 

masyarakat terhadap pesan-pesan politik yang beredar dalam ruang publik. Dengan demikian, media massa 

maupun media digital berfungsi sebagai aktor komunikasi politik yang berperan dalam membangun persepsi 

masyarakat mengenai realitas politik. 

Selanjutnya lobi merupakan bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan untuk memengaruhi proses 

pengambilan keputusan, kebijakan, maupun sikap aktor politik melalui interaksi formal maupun informal. 

Sementara itu, negosiasi politik merupakan proses komunikasi yang bertujuan mencapai kesepahaman, 

kompromi, atau penyelesaian konflik kepentingan di antara berbagai aktor politik. Menurut Nimmo (2005), 

lobi dan negosiasi merupakan bagian dari praktik komunikasi politik yang berlangsung melalui pertukaran 

informasi, persuasi, pembentukan koalisi, maupun komunikasi interpersonal antarelit. 

Dalam praktik politik modern, proses lobi dan negosiasi tidak selalu tampak secara terbuka kepada 

publik. Sebaliknya, keberadaan proses tersebut sering kali diketahui melalui representasi yang dibangun media 

berdasarkan berbagai informasi, interpretasi, maupun analisis terhadap hubungan antarlembaga negara. Oleh 

karena itu, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai ada atau tidaknya 

komunikasi informal di balik suatu keputusan politik. 

Ketiga konsep tersebut membentuk satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Teori Representasi 

Stuart Hall menjadi landasan utama untuk menjelaskan proses pembentukan makna dalam podcast. Teori 

Komunikasi Politik digunakan untuk memahami podcast sebagai medium komunikasi politik digital yang 

membentuk opini publik. Sementara itu, konsep lobi dan negosiasi politik digunakan sebagai kategori analisis 

terhadap bentuk-bentuk komunikasi yang direpresentasikan dalam narasi podcast. Integrasi ketiga perspektif 

ini memungkinkan penelitian menganalisis tidak hanya isi pesan yang disampaikan, tetapi juga bagaimana 

narasi podcast membangun representasi mengenai relasi kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika 

komunikasi antarelit politik dalam ruang publik digital. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif (Qualitative 

Content Analysis). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur frekuensi 

kemunculan suatu pesan, melainkan memahami makna, pola representasi, dan konstruksi komunikasi politik 

yang dibangun melalui narasi podcast. Analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-

tema komunikasi, hubungan antarkategori, serta makna yang terkandung dalam teks komunikasi secara 

sistematis dan kontekstual (Mayring, 2014). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana 



98 / 106 | Dekonstruksi Komunikasi Politik Pasca-Jokowi: Analisis Narasi 'Bocor Alus Politik' dalam Jurnalisme Investigasi Tempo.co 

representasi lobi dan negosiasi elit politik dikonstruksi melalui narasi Podcast Madilog Forum Keadilan 

mengenai penggeledahan oleh POLRI. 

Objek penelitian adalah satu episode Podcast Madilog Forum Keadilan berjudul "Kolonel (Purn) Sri 

Radjasa: POLRI Tak Peduli Jampidsus Febrie Dekat dengan Hashim Djojohadikusumo" yang dipublikasikan 

melalui platform YouTube pada Juli 2026. Episode tersebut dipilih secara purposive karena secara eksplisit 

membahas dinamika komunikasi politik yang berkembang setelah penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI 

dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pasokan batu bara. 

Podcast ini dipilih karena memuat diskusi yang secara intens merepresentasikan hubungan antarlembaga 

negara, komunikasi elite politik, serta dugaan adanya lobi dan negosiasi politik yang berkembang dalam ruang 

publik digital. 

Unit analisis dalam penelitian ini berupa unit tematik (thematic unit) yang terdiri atas kalimat, paragraf, 

dialog, maupun segmen percakapan yang mengandung makna mengenai representasi lobi dan negosiasi elit 

politik. Penentuan unit analisis dilakukan berdasarkan kesatuan makna (meaning unit), bukan semata-mata 

berdasarkan jumlah kalimat atau durasi percakapan. Dengan pendekatan tersebut, setiap bagian narasi 

dianalisis sesuai konteks komunikasi yang melatarbelakanginya sehingga mampu menghasilkan interpretasi 

yang komprehensif terhadap representasi yang dibangun dalam podcast. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan observasi nonpartisipan. Dokumentasi 

dilakukan dengan mengunduh tayangan podcast, mentranskripsikan seluruh isi percakapan, kemudian 

melakukan proses reduksi terhadap bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, 

observasi dilakukan dengan mengamati secara berulang struktur dialog, penggunaan bahasa, pilihan diksi, pola 

argumentasi, ekspresi verbal, serta dinamika komunikasi yang muncul selama podcast berlangsung. Proses 

pengamatan dilakukan secara berulang agar peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

konteks komunikasi yang dibangun dalam podcast. 

Analisis data menggunakan tahapan Qualitative Content Analysis yang dikembangkan oleh Mayring 

(2014). Tahap pertama adalah persiapan data (preparation) melalui proses transkripsi dan pembacaan berulang 

terhadap seluruh isi podcast untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konteks komunikasi. Tahap 

kedua adalah open coding, yaitu mengidentifikasi unit-unit makna yang berkaitan dengan komunikasi politik, 

relasi kekuasaan, lobi politik, negosiasi elit, legitimasi institusi, serta konstruksi narasi. Tahap ketiga adalah 

kategorisasi (category development) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke 

dalam kategori analisis. Tahap keempat adalah abstraksi dan interpretasi, yaitu menjelaskan hubungan 

antarkategori berdasarkan perspektif teori representasi Stuart Hall dan teori komunikasi politik sehingga 

diperoleh pemahaman mengenai bagaimana podcast merepresentasikan lobi dan negosiasi elit politik. 

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi teori dengan membandingkan hasil 

analisis menggunakan perspektif representasi Stuart Hall, komunikasi politik McNair, serta konsep lobi dan 

negosiasi politik dari Nimmo. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber melalui penelaahan berbagai literatur 

ilmiah mengenai komunikasi politik digital, representasi media, dan podcast politik sehingga interpretasi yang 

dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu perspektif teoritis. Proses analisis juga dilakukan secara berulang 

(iterative analysis) untuk memastikan konsistensi antarinterpretasi selama proses pengodean dan kategorisasi. 

Keabsahan data mengacu pada kriteria penelitian kualitatif yang meliputi credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Credibility 

diperoleh melalui pembacaan berulang terhadap transkrip podcast dan triangulasi teori. Transferability dicapai 

dengan memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian sehingga memungkinkan pembaca 

menilai relevansi temuan pada konteks lain. Dependability dilakukan melalui dokumentasi seluruh proses 

analisis secara sistematis sehingga dapat diaudit. Adapun confirmability dilakukan dengan menjaga 

keterlacakan hubungan antara data empiris, proses analisis, dan kesimpulan penelitian sehingga interpretasi 

yang dihasilkan tetap berlandaskan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam data. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penggeledahan POLRI sebagai Awal Pembentukan Narasi Politik 

Dari cuplikan transkrip awal, sudah dapat diidentifikasi beberapa kode awal: 

Kode Indikasi dalam Transkrip 

Loyalitas Politik "bergeser orientasi loyalitas" 

Kedekatan Elit "dekat dengan Hashim Djojohadikusumo" 
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Suksesi Kekuasaan "pergantian Jaksa Agung" 

Kontestasi Elite "Jam Intel lebih dekat ke Jokowi" 

Politik Jabatan "dipanggil Presiden terkait jabatan" 

Persepsi Ancaman "ancaman terhadap eksistensi Jampidsus" 

Tarik Ulur Kekuasaan "masih tarik ulur" 

 

Kode-kode ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi tema yang lebih besar seperti representasi 

loyalitas politik, representasi kontestasi elit, representasi politik jabatan, dan representasi negosiasi kekuasaan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan membangun representasi 

penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI bukan semata-mata sebagai tindakan penegakan hukum, 

melainkan sebagai peristiwa yang ditempatkan dalam konfigurasi politik yang lebih luas. Representasi tersebut 

mulai dibangun sejak pembukaan podcast melalui pertanyaan host yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, 

tetapi juga mengaitkannya dengan kemungkinan adanya dinamika politik di balik tindakan institusional 

tersebut. 

Host menyampaikan: "...di negara ini tidak ada satu operasi sebesar itu yang lepas dari backup politik. 

Ada sesuatu di balik semua ini. Ada aktor yang bermain, ada proses yang sedang berjalan...." Kutipan tersebut 

memperlihatkan bahwa sejak awal diskusi, host membangun kerangka interpretasi (interpretive frame) yang 

menggeser perhatian audiens dari aspek prosedural menuju aspek politik. Pilihan frasa seperti "backup politik", 

"aktor yang bermain", dan "proses yang sedang berjalan" bukan merupakan penyampaian fakta hukum, 

melainkan perangkat bahasa yang mengarahkan audiens untuk memahami penggeledahan sebagai bagian dari 

dinamika relasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan berfungsi sebagai instrumen representasi 

yang membentuk cara publik memaknai suatu peristiwa. 

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan 

praktik komunikasi. Makna tidak muncul secara alamiah dari suatu peristiwa, tetapi dikonstruksi melalui 

proses seleksi, penekanan, dan pengorganisasian simbol-simbol komunikasi. Pada konteks podcast ini, pilihan 

diksi yang digunakan host membentuk representasi bahwa tindakan hukum dipahami sebagai bagian dari 

konfigurasi politik nasional. Oleh karena itu, audiens diarahkan untuk tidak melihat penggeledahan hanya 

sebagai prosedur penyidikan, tetapi sebagai peristiwa yang memiliki dimensi komunikasi politik. 

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi podcast tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi 

berkembang menjadi arena pembentukan realitas politik. Melalui strategi komunikasi yang digunakan pada 

bagian pembuka, podcast berhasil membangun ekspektasi audiens mengenai arah diskusi sekaligus 

menciptakan konteks interpretatif sebelum narasumber menyampaikan argumentasinya. Dengan demikian, 

representasi politik dibentuk sejak tahap pembukaan melalui konstruksi bahasa yang sistematis. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan tidak memosisikan 

penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI semata sebagai tindakan penegakan hukum. Sebaliknya, sejak 

awal episode, penggeledahan direpresentasikan sebagai simbol adanya perubahan konfigurasi relasi kekuasaan 

di tingkat elit negara. Narasi yang dibangun tidak berangkat dari uraian mengenai prosedur hukum, melainkan 

langsung menghubungkan tindakan kepolisian dengan isu loyalitas, pergantian jabatan strategis, dan hubungan 

antarelit politik. Dengan demikian, penggeledahan dikonstruksi sebagai bagian dari dinamika komunikasi 

politik, bukan hanya sebagai tindakan yuridis. 

Representasi tersebut tampak pada pembukaan podcast ketika narasumber menyatakan: "Polri melihat 

ada satu ancaman terhadap eksistensi Jampidsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya 

kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo." 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu yang dikembangkan dalam podcast tidak berhenti pada tindakan 

penggeledahan, tetapi langsung diarahkan pada interpretasi mengenai orientasi loyalitas politik. Istilah 

"bergeser orientasi loyalitas" menjadi penanda komunikasi yang menghubungkan jabatan birokrasi dengan 

relasi politik. Dalam konteks ini, loyalitas direpresentasikan bukan sebagai loyalitas administratif terhadap 

institusi, melainkan sebagai loyalitas terhadap aktor politik tertentu. Penggunaan istilah tersebut membangun 

persepsi bahwa dinamika birokrasi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekuasaan yang 

berkembang di tingkat elit. 

Analisis isi juga memperlihatkan bahwa narasi mengenai kedekatan dengan tokoh politik digunakan 

sebagai elemen utama dalam membangun argumentasi. Frasa "karena ada kedekatan dengan Pak Hashim 

Djojohadikusumo" berfungsi sebagai penghubung yang mengaitkan proses hukum dengan jejaring elit politik. 

Penting dicatat bahwa dalam penelitian ini, kutipan tersebut tidak diperlakukan sebagai fakta yang diverifikasi, 
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melainkan sebagai objek representasi yang menunjukkan bagaimana podcast membangun makna mengenai 

relasi kekuasaan. Fokus penelitian berada pada cara narasi dikonstruksi, bukan pada benar atau tidaknya 

substansi pernyataan tersebut. 

Dalam konteks podcast ini, istilah ancaman, loyalitas, dan kedekatan merupakan tanda-tanda 

komunikasi yang saling berhubungan sehingga menghasilkan representasi bahwa tindakan institusional 

dipahami dalam kerangka pertarungan pengaruh politik. Makna tersebut lahir bukan dari peristiwa 

penggeledahan itu sendiri, tetapi dari cara narasi disusun dan disampaikan kepada audiens. 

Dari perspektif komunikasi politik, strategi tersebut memperlihatkan bahwa podcast berfungsi sebagai 

arena produksi interpretasi. Sebagaimana dijelaskan McNair (2018), media politik tidak hanya menyampaikan 

informasi mengenai politik, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara aktor, 

institusi, dan kekuasaan. Podcast Madilog Forum Keadilan menjalankan fungsi tersebut dengan membingkai 

penggeledahan sebagai titik masuk untuk mendiskusikan relasi elit, sehingga audiens didorong memahami 

peristiwa melalui perspektif komunikasi politik. 

Dengan demikian, temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa representasi penggeledahan 

dalam podcast berfungsi sebagai simbol perubahan relasi kekuasaan. Peristiwa hukum menjadi medium naratif 

yang digunakan untuk mengembangkan pembahasan mengenai loyalitas politik, konfigurasi elit, dan dinamika 

komunikasi antarlembaga negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa podcast tidak hanya menginformasikan 

suatu peristiwa, tetapi juga membentuk kerangka interpretasi yang memengaruhi cara publik memahami 

dinamika politik. 

 

3.2 Representasi Loyalitas Politik sebagai Simbol Negosiasi Elit 

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu representasi yang paling dominan dalam Podcast Madilog 

Forum Keadilan adalah konstruksi mengenai loyalitas politik sebagai faktor yang dipersepsikan memengaruhi 

hubungan antarelit dan dinamika kelembagaan. Loyalitas tidak direpresentasikan sebagai bentuk kepatuhan 

administratif terhadap institusi negara, tetapi sebagai orientasi politik yang diasosiasikan dengan aktor-aktor 

tertentu. Dalam narasi podcast, perubahan loyalitas digambarkan sebagai pemicu munculnya ketegangan 

politik sekaligus sebagai latar yang menjelaskan berbagai dinamika yang sedang dibahas. 

Narasumber menyampaikan: "Polri melihat ada satu ancaman terhadap eksistensi Jampidsus yang hari 

ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada 

kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana 

pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu." Kutipan tersebut 

memperlihatkan bahwa narasi podcast menghubungkan tiga elemen komunikasi, yaitu loyalitas, kedekatan 

dengan aktor politik, dan jabatan strategis. Ketiga elemen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi disusun menjadi 

satu alur argumentasi yang membangun representasi bahwa perubahan orientasi loyalitas merupakan bagian 

dari dinamika komunikasi politik di tingkat elit. Dalam konteks penelitian ini, pernyataan tersebut dipahami 

sebagai representasi naratif yang dibangun oleh narasumber, bukan sebagai fakta yang diverifikasi. 

Secara komunikatif, istilah "bergeser orientasi loyalitas" memiliki fungsi simbolik yang kuat. Frasa 

tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses perubahan loyalitas terjadi, tetapi cukup untuk 

membentuk persepsi bahwa relasi antaraktor politik bersifat dinamis dan dapat memengaruhi posisi 

kelembagaan. Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi bekerja melalui sistem tanda yang menghasilkan 

makna tertentu. Dengan demikian, makna mengenai loyalitas dalam podcast tidak berasal dari realitas politik 

itu sendiri, melainkan dari cara narasi dibangun melalui pilihan bahasa dan hubungan antarsimbol. Temuan ini 

memperluas kajian komunikasi politik digital dengan menunjukkan bahwa podcast tidak hanya menyampaikan 

informasi mengenai aktor politik, tetapi juga memproduksi makna mengenai bagaimana hubungan antaraktor 

tersebut dipersepsikan oleh publik melalui narasi yang dikembangkan selama diskusi. 

Temuan lain adalah munculnya representasi konflik kelembagaan sebagai narasi utama yang 

dikonstruksi sejak awal podcast. Konflik tersebut tidak disampaikan secara eksplisit sebagai pertentangan 

institusional, melainkan dibangun melalui pola komunikasi yang menghubungkan tindakan penegakan hukum 

dengan dinamika relasi kekuasaan antarlembaga negara. Dengan kata lain, narasi yang berkembang dalam 

podcast tidak hanya menjelaskan adanya proses penggeledahan oleh POLRI, tetapi secara simultan 

membangun persepsi bahwa tindakan tersebut berada dalam konteks komunikasi politik yang lebih kompleks. 

Pada bagian pembuka podcast, host menyampaikan bahwa: "...di negara ini tidak ada satu operasi sebesar itu 

yang lepas dari backup politik. Ada sesuatu di balik semua ini. Ada aktor yang bermain, ada proses yang 

sedang berjalan...."  
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Pernyataan tersebut memiliki makna yang penting dalam perspektif komunikasi politik. Frasa "backup 

politik" dan "aktor yang bermain" tidak menunjuk pada individu tertentu, melainkan membentuk konstruksi 

simbolik bahwa tindakan institusional dipersepsikan sebagai bagian dari konfigurasi politik yang lebih luas. 

Bahasa yang digunakan host tidak mengarahkan audiens pada pembuktian fakta, tetapi pada pembentukan cara 

pandang (frame) bahwa setiap tindakan besar aparat penegak hukum selalu memiliki dimensi komunikasi 

politik yang patut diperhatikan. 

Secara komunikatif, penggunaan istilah "aktor yang bermain" merupakan bentuk strategi simbolisasi 

(symbolic communication strategy). Simbol tersebut sengaja dibiarkan terbuka sehingga memungkinkan 

audiens membangun interpretasi sendiri mengenai siapa yang dimaksud sebagai aktor, bagaimana hubungan 

antaraktor tersebut, dan mengapa tindakan penggeledahan dipandang memiliki konsekuensi politik. Strategi 

semacam ini memperlihatkan bahwa podcast tidak bekerja melalui penyampaian informasi yang bersifat 

deklaratif, tetapi melalui pembentukan makna secara bertahap. 

Perspektif Stuart Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi merupakan proses produksi makna 

melalui sistem tanda (signifying practices). Dalam konteks penelitian ini, kata "backup politik" tidak memiliki 

makna yang tetap, tetapi memperoleh arti melalui konteks percakapan yang dibangun host. Makna tersebut 

lahir bukan karena adanya fakta yang disampaikan secara langsung, melainkan karena bahasa yang digunakan 

berhasil menghubungkan tindakan hukum dengan kemungkinan adanya komunikasi politik di baliknya. 

Dengan demikian, representasi konflik kelembagaan dalam podcast merupakan hasil konstruksi simbolik yang 

diproduksi melalui praktik komunikasi. 

Temuan ini menunjukkan bahwa podcast telah menjalankan fungsi yang lebih luas dibandingkan media 

informasi konvensional. Podcast tidak hanya menginformasikan bahwa terjadi penggeledahan, tetapi juga 

mengajak audiens memasuki ruang interpretasi mengenai relasi antarlembaga negara. Dalam konteks 

komunikasi politik digital, proses ini sangat penting karena media tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, 

melainkan menjadi arena pembentukan realitas politik. Sebagaimana dikemukakan oleh McNair (2018), 

komunikasi politik modern merupakan proses pembentukan makna mengenai kekuasaan melalui interaksi 

antara media, aktor politik, dan publik. Podcast Madilog Forum Keadilan memperlihatkan fungsi tersebut 

dengan membangun narasi yang menempatkan tindakan hukum sebagai bagian dari dinamika komunikasi 

kekuasaan. 

Lebih jauh, representasi konflik kelembagaan dalam podcast tidak dibangun melalui narasi konfrontatif, 

melainkan melalui pendekatan dialogis. Host tidak menyatakan secara langsung adanya konflik, tetapi 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang membuka ruang bagi narasumber untuk mengembangkan argumentasi. 

Pola komunikasi semacam ini menghasilkan efek deliberatif, yaitu memberikan kesempatan kepada audiens 

untuk mengikuti proses berpikir narasumber sebelum membentuk kesimpulan. Dengan demikian, representasi 

konflik tidak diproduksi melalui klaim sepihak, tetapi melalui proses argumentasi yang berkembang selama 

percakapan. 

Temuan ini sekaligus memperlihatkan karakter khas podcast sebagai media komunikasi politik digital. 

Berbeda dengan berita televisi yang lebih berorientasi pada penyampaian fakta secara ringkas, podcast 

memanfaatkan durasi yang panjang untuk membangun hubungan antarfakta melalui dialog yang berkelanjutan. 

Proses tersebut memungkinkan terbentuknya representasi yang lebih kompleks mengenai hubungan 

kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika komunikasi politik. Oleh karena itu, konflik kelembagaan dalam 

podcast tidak hadir sebagai fakta yang harus dibuktikan, melainkan sebagai representasi yang diproduksi 

melalui strategi komunikasi simbolik. 

 

3.3 Representasi Kontestasi Jabatan sebagai Arena Lobi dan Negosiasi Politik 

Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi lobi politik dalam Podcast Madilog Forum Keadilan 

dibangun secara implisit melalui pola argumentasi yang menghubungkan berbagai aktor, institusi, dan 

peristiwa politik ke dalam satu kesatuan narasi. Menariknya, istilah "lobi" tidak selalu dinyatakan secara 

eksplisit oleh host maupun narasumber. Sebaliknya, representasi tersebut lahir melalui rangkaian penjelasan 

mengenai hubungan antarelit, kedekatan personal, dinamika kelembagaan, dan kemungkinan adanya 

komunikasi di luar mekanisme formal negara. Dengan demikian, podcast membentuk pemahaman bahwa 

praktik politik tidak semata-mata berlangsung dalam ruang institusional yang terbuka, tetapi juga dipengaruhi 

oleh komunikasi informal yang tidak selalu terlihat oleh publik. 

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa podcast merepresentasikan jabatan publik sebagai arena 

kontestasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi antarelit. Dalam narasi yang 
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berkembang, pembahasan mengenai kemungkinan pergantian pejabat strategis selalu dihubungkan dengan 

hubungan personal, dukungan politik, maupun kedekatan dengan aktor tertentu. Dengan demikian, jabatan 

direpresentasikan bukan hanya sebagai posisi administratif, tetapi sebagai objek komunikasi politik yang 

melibatkan proses negosiasi kepentingan. 

Narasumber menyatakan: "...loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi. Kalau dia jadi Jaksa 

Agung selesai ini urusan kemungkinan akan digantinya Jaksa Agung." Pada bagian lain narasi juga disebutkan: 

"Dan tadi Bapak juga mengatakan selain Jampidsus ini ada calon lain ada yang namanya Jam Intel. Jam Intel 

ini lebih dekat ke Jokowi. Jam Intel ini ada iparnya Dasco. Ada upaya Dasco untuk menggolkan ini."  

Dua kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana podcast membangun representasi mengenai proses 

pergantian jabatan melalui narasi hubungan antarelit. Kata-kata seperti "lebih dekat", "calon lain", dan "ada 

upaya menggolkan" merupakan penanda komunikasi yang mengarahkan audiens pada pemaknaan bahwa 

proses pengisian jabatan strategis tidak hanya dipahami melalui prosedur formal, tetapi juga melalui hubungan 

komunikasi politik di antara aktor-aktor yang disebutkan dalam podcast. 

 

3.4 Representasi Jaringan Elit Politik 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan merepresentasikan jaringan elit 

politik sebagai salah satu elemen utama dalam memahami dinamika politik nasional. Jaringan tersebut tidak 

direpresentasikan melalui struktur organisasi formal, tetapi melalui narasi mengenai kedekatan personal, 

hubungan kekeluargaan, serta komunikasi antartokoh yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap proses 

politik. Dalam konstruksi tersebut, hubungan antaraktor menjadi simbol yang digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana kekuasaan dipersepsikan bekerja di balik ruang formal kelembagaan. 

Representasi tersebut tampak ketika narasumber menjelaskan mengenai kemungkinan pergantian Jaksa 

Agung dan mengaitkannya dengan hubungan beberapa tokoh politik:"...selain Jampidsus ini ada calon lain 

ada yang namanya Jam Intel. Jam Intel ini lebih dekat ke Jokowi. Jam Intel ini ada iparnya Dasco. Ada upaya 

Dasco untuk menggolkan ini...."  

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa narasi podcast membangun hubungan simbolik antara jabatan, 

kedekatan personal, dan dukungan politik. Penggunaan frasa "lebih dekat", "iparnya", dan "ada upaya 

menggolkan" berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang menghubungkan relasi personal dengan 

kemungkinan proses politik. Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur tersebut dipahami sebagai strategi 

representasi, yaitu cara podcast menyusun makna mengenai jaringan elit melalui asosiasi antartokoh yang 

disebutkan dalam percakapan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan menggunakan strategi komunikasi 

yang menempatkan jaringan elit sebagai kerangka interpretasi utama dalam menjelaskan dinamika politik. 

Akibatnya, audiens tidak hanya menerima informasi mengenai aktor politik, tetapi juga memperoleh 

representasi mengenai bagaimana relasi antaraktor dipersepsikan memengaruhi proses pengambilan keputusan 

di tingkat nasional. 

 

3.5 Representasi Politik Jabatan  

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa podcast merepresentasikan jabatan publik sebagai arena 

komunikasi strategis yang sarat dengan proses persuasi, legitimasi, dan negosiasi politik. Jabatan tidak 

diposisikan sebagai hasil prosedur administratif semata, tetapi sebagai ruang komunikasi yang 

mempertemukan berbagai kepentingan politik. 

Hal tersebut terlihat ketika narasumber menyatakan:"...ketika sekarang sudah mendekati adanya 

rencana pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu...." Kutipan 

tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai jabatan dibangun melalui narasi komunikasi antara 

aktor politik dan lembaga negara. Istilah "dipanggil Presiden" serta "terkait dengan jabatan" menjadi penanda 

komunikasi yang menunjukkan bahwa proses politik direpresentasikan sebagai hasil interaksi antarelit, bukan 

hanya melalui mekanisme birokrasi formal. 

Interpretasi tersebut sejalan dengan konsep Hall (1997) mengenai representasi sebagai proses produksi 

makna. Dalam konteks ini, jabatan tidak dimaknai hanya sebagai posisi organisasi, tetapi sebagai simbol yang 

merepresentasikan legitimasi, kekuasaan, dan hubungan antarelit. Podcast membangun makna tersebut melalui 

struktur dialog yang memungkinkan audiens menghubungkan berbagai informasi menjadi satu kesatuan narasi 

politik. 
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Temuan ini memperlihatkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan berfungsi sebagai arena 

komunikasi politik digital yang mengonstruksi jabatan publik sebagai objek representasi politik. Dengan 

demikian, pembahasan mengenai pergantian jabatan tidak dipahami sebagai informasi administratif semata, 

melainkan sebagai narasi mengenai proses komunikasi strategis yang berkembang di antara para aktor politik. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat diidentifikasi lima kategori representasi komunikasi 

politik yang dominan dalam Podcast Madilog Forum Keadilan, yaitu: 

Kategori Representasi Indikator Utama Makna Komunikasi 

Representasi 

Penggeledahan 

Penggeledahan dikaitkan dengan 

konfigurasi politik 

Peristiwa hukum dipahami dalam 

konteks komunikasi politik 

Representasi Loyalitas 

Politik 

Pergeseran loyalitas, kedekatan 

aktor 

Loyalitas menjadi simbol distribusi 

pengaruh 

Representasi Lobi 

Politik 

Hubungan informal antarelit Lobi diproduksi sebagai konstruksi 

komunikasi 

Representasi Jaringan 

Elit 

Kedekatan personal dan jejaring 

aktor 

Jaringan menjadi simbol relasi kekuasaan 

Representasi Politik 

Jabatan 

Pergantian jabatan, komunikasi 

strategis 

Jabatan dimaknai sebagai arena negosiasi 

politik 

 

Kelima kategori tersebut menunjukkan bahwa representasi komunikasi politik dalam podcast dibangun 

secara bertahap melalui hubungan antarsimbol, struktur dialog, dan pengembangan argumentasi. Podcast tidak 

hanya menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa politik, tetapi juga memproduksi makna mengenai 

bagaimana relasi kekuasaan dipersepsikan oleh publik dalam ruang komunikasi digital. 

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi semacam ini merupakan bentuk konstruksi konteks 

(contextual construction). Host tidak menyampaikan kesimpulan, melainkan membangun konteks yang 

memungkinkan narasumber mengembangkan argumentasi mengenai hubungan antara aktor politik, lembaga 

negara, dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, komunikasi tidak diarahkan untuk 

membuktikan fakta tertentu, tetapi untuk membentuk ruang interpretasi yang memungkinkan berbagai 

kemungkinan makna berkembang selama percakapan berlangsung. 

Hasil penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa representasi lobi politik dalam podcast memiliki 

karakter yang berbeda dengan pemberitaan jurnalistik. Dalam berita, lobi politik umumnya hanya diberitakan 

apabila terdapat fakta atau pernyataan resmi yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, podcast memungkinkan 

berkembangnya diskusi yang bersifat analitis dan interpretatif sehingga lobi politik hadir sebagai objek 

representasi, bukan sebagai fakta yang diklaim benar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa podcast lebih 

menonjolkan fungsi interpretatif daripada fungsi informatif. 

Temuan ini juga memperluas hasil penelitian Panuju (2023) yang menegaskan bahwa podcast 

memberikan ruang argumentasi yang lebih luas dibandingkan media penyiaran konvensional. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa keluasan ruang tersebut tidak hanya menghasilkan diskusi yang lebih panjang, tetapi juga 

memungkinkan terbentuknya representasi mengenai praktik komunikasi politik yang tidak mudah diamati 

secara langsung. Dengan demikian, podcast berfungsi sebagai medium yang menghubungkan fakta empiris, 

interpretasi narasumber, dan imajinasi politik audiens ke dalam satu ruang diskursif yang saling berkaitan. 

Menurut Hall (1997), media membentuk realitas sosial melalui praktik representasi yang 

menghubungkan tanda-tanda menjadi sistem makna tertentu. Dalam konteks podcast ini, istilah "calon lain", 

"lebih dekat", "iparnya", dan "ada upaya menggolkan" membentuk jaringan tanda yang menghasilkan 

representasi mengenai negosiasi elit. Makna tersebut tidak berada pada masing-masing istilah secara terpisah, 

melainkan lahir melalui hubungan antartanda yang dibangun secara berurutan selama percakapan berlangsung. 

Dari perspektif komunikasi politik, representasi negosiasi elit memperlihatkan bahwa podcast berfungsi 

sebagai ruang diskursif yang memungkinkan publik memahami politik melalui dimensi komunikasi, bukan 

hanya melalui dimensi kelembagaan. Sebagaimana dijelaskan McNair (2018), komunikasi politik modern 

merupakan proses produksi makna mengenai kekuasaan melalui interaksi antara media, aktor politik, dan 

publik. Podcast Madilog Forum Keadilan menjalankan fungsi tersebut dengan mengonstruksi negosiasi 

sebagai proses komunikasi yang dipersepsikan memengaruhi distribusi kekuasaan. 
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IV. KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Podcast Madilog Forum Keadilan membangun representasi 

komunikasi politik melalui konstruksi narasi yang menempatkan penggeledahan oleh POLRI sebagai titik 

masuk untuk mendiskusikan dinamika relasi kekuasaan, lobi politik, dan negosiasi elit. Berdasarkan analisis 

isi kualitatif, ditemukan bahwa podcast tidak hanya menyajikan informasi mengenai suatu peristiwa politik, 

tetapi juga memproduksi makna melalui pilihan bahasa, struktur dialog, argumentasi narasumber, dan strategi 

framing yang dikembangkan oleh host. Dengan demikian, podcast berfungsi sebagai arena representasi 

komunikasi politik yang membentuk cara audiens memahami hubungan antara institusi negara, aktor politik, 

dan distribusi kekuasaan. 

Hasil penelitian mengidentifikasi lima bentuk representasi yang dominan, yaitu (1) representasi 

penggeledahan sebagai simbol perubahan konfigurasi kekuasaan, (2) representasi loyalitas politik sebagai 

indikator perubahan orientasi relasi elit, (3) representasi lobi politik sebagai konstruksi komunikasi informal 

antarelit, (4) representasi jaringan elit sebagai simbol distribusi pengaruh politik, dan (5) representasi negosiasi 

elit sebagai mekanisme komunikasi strategis dalam proses politik. Kelima representasi tersebut dibangun 

melalui hubungan antarsimbol komunikasi yang berkembang secara bertahap sepanjang diskusi sehingga 

menghasilkan konstruksi makna politik yang kompleks. 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan Model Representasi Lobi dan Negosiasi 

Elit Politik dalam Podcast Politik Digital yang menjelaskan bahwa pembentukan makna politik berlangsung 

melalui lima tahapan komunikasi, yaitu peristiwa politik, framing host, produksi representasi oleh narasumber, 

interpretasi audiens, dan pembentukan persepsi politik. Model ini memperluas kajian komunikasi politik 

digital dengan menempatkan podcast bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi sebagai ruang 

produksi makna yang membentuk konstruksi relasi kekuasaan di ruang publik digital. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, baik secara akademik 

maupun praktis. 

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan 

membandingkan representasi komunikasi politik pada berbagai podcast politik di Indonesia, seperti Madilog 

Forum Keadilan, Bocor Alus Tempo, maupun podcast politik lainnya. Pendekatan komparatif tersebut akan 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan strategi framing, representasi 

kekuasaan, dan konstruksi opini publik pada masing-masing platform podcast. Penelitian berikutnya juga 

disarankan menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan analisis isi, analisis wacana 

kritis, serta penelitian resepsi audiens (audience reception analysis). Pendekatan tersebut memungkinkan 

peneliti tidak hanya mengidentifikasi representasi yang dibangun media, tetapi juga memahami bagaimana 

khalayak menafsirkan, menerima, atau bahkan menolak representasi tersebut dalam konteks komunikasi 

politik digital. 

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan model konseptual yang dihasilkan dalam 

penelitian ini melalui pengujian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya untuk mengukur 

pengaruh representasi lobi politik terhadap pembentukan persepsi publik, kepercayaan terhadap institusi 

negara, maupun sikap politik masyarakat. Dengan demikian, model representasi yang dihasilkan tidak hanya 

memiliki kontribusi konseptual, tetapi juga memperoleh validasi empiris yang lebih kuat. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola podcast politik agar semakin 

memperhatikan keseimbangan penyajian informasi, transparansi argumentasi, serta pemisahan yang jelas 

antara fakta, opini, dan interpretasi. Podcast sebagai ruang diskusi publik memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pembentukan persepsi masyarakat sehingga penyusunan narasi, pemilihan narasumber, dan strategi 

framing perlu dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip komunikasi publik yang demokratis.  

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan literasi media dan literasi 

komunikasi politik dalam mengonsumsi konten podcast. Publik perlu memahami bahwa podcast merupakan 

ruang representasi yang memproduksi makna melalui proses komunikasi, sehingga informasi yang 

disampaikan perlu dikaji secara kritis dengan membandingkan berbagai sumber informasi lain. Sikap kritis 

tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ruang. 
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